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TENTANG
ETIKA HUBUNGAN DOKTER-PASIEN DAN TERMINASINYA

Demi keluhuran profes| kedokteran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang . a. bahwa MKEK Pusat diberi kewenangan menerbitkan “Fatwa Elik Kedokteran”
terhadap dilema etik yang belum secara spesifik diatur dalam Sumpah Dokter
Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

b. bahwa hubungan dokter-pasien terjadi berdasarkan adanya saling percaya dan
saling menghargai dari kedua belah pihak. Terkadang hubungan ini tidak
berlangsung baik sehingga perlu diatur mengenai etika terminasinya.

c. bahwa ucapan, sikap, dan/atau perilaku yang tidak pantas dari pasien dapat
disebabkan karena gangguan neuropsikiatri/kondisi medis tertentu baik yang
bersifat permanen maupun temporer.

d. bahwa dokter dan/atau fasilitas layanan kesehatan yang memutuskan melakukan
terminasi hubungan dokter-pasien hanya boleh melakukannya pada saat dan
dengan cara yang tidak membahayakan pasien.

e. berdasarkan point a-d di atas, maka diterbitkan fatwa tentang etika hubungan dokter-
pasien dan terminasinya.

Mengingat : 1. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang Pedoman

penegakan disiplin profesi kedckteran.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 18 tahun 2006 tentang praktik

kedokteran yang baik.

Perkonsil No 4 tahun 2011 tentang Disiplin profesional dokter dan dokter gigi.

Anggaran Dasar IDI Bab Il Pasal 7 dan 8 tahun 2018.

Anggaran Rumah Tangga Bab |V Pasal 21 tahun 2018.

Pedoman Organisasi dan Tatalaksana MKEK IDI Tahun 2018.

WMA Declaration of Cordoba on Patient-Physician Relationship yang dideklarasikan

pada 71 WMA General Assembly (online), Cordoba, Spain, October 2020.

Artikel Prawiroharjo P, Afdin RR, Lestari W. Etika Mengakhiri Hubungan Dokter-

Pasien. JEKI. 2021;5(1):39-44. Doi: 10.26880/jeki.v5il.55 yang dapat diunduh

http://iimiah.id sebagai acuan sesuai dengan Pedoman Qrganisasi dan Tatalaksana

MKEK IDI pasal 33 ayat 2.

9. Rapat koordinasi MKEK Pusat IDI, MKEK IDI Wilayah, dan Dewan Etik Perhimpunan
tanggal 29-30 Januari 2022.

10. Rapat Pleno MKEK Pusat IDI tanggal 8 Februari dan 8 Maret 2022,
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MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu . Fatwatentang etika hubungan dokter-pasien dan terminasinya sebagaimana termaktub
dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan MKEK
ini.

Kedua : MKEK IDI Pusat, MKEK IDI Wilayah, MKEK IDI Cabang dan Dewan Etik Perhimpunan
agar mengawal penerapan keputusan ini sebaik-baiknya.

Ketiga . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai keperluannya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Maret 2022

Dr. Pukovisa Prawiroharjo, Sp.N(
NPA IDI : 68.646

Dipindai dengan CamScanner
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LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN
Nomor : 046/PB/K.MKEK/03/2022
FATWA ETIK KEDOKTERAN
TENTANG
ETIKA HUBUNGAN DOKTER-PASIEN DAN TERMINASINYA

Fatwa Etik Kedokteran MKEK Pusat IDI tentang etika hubungan dokter-pasien dan terminasinya adalah
sebagai berikut:

1. Setiap dokter di Indonesia selayaknya menyadari bahwa hubungan dokter-pasien merupakan inti
dasar dari suatu praktek kedokteran dan pelayanan kesehatan yang berlaku universal dan bertujuan
pada meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan pasien.

2. Setiap dokter di Indonesia selayaknya memahami bahwa dalam suatu upaya mengurangi penderitaan
pasien demi kemanusiaan dan menjalankan tahapan yang dibutuhkan untuk upaya kesembuhan,
dibutuhkan partisipasi aktif dari pasien sehingga dalam suatu hubungan dokter-pasien akan terjadi
pertukaran pengetahuan, musyawarah dalam membuat keputusan, serta saling menghargai hak
otonomi pasien dan nilai-nilai etik profesi kedokteran. Dokter perlu memahami pentingnya
pemberdayaan pasien dalam upaya bersama meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan
pasien.
Setiap dokter di Indonesia selayaknya memahami bahwa hubungan dokter-pasien ini terbentuk
berdasarkan kepercayaan antar pihak yang memberikan ruang pertukaran informasi, perasaan, visi
pengobatan, pertolongan, dan pendampingan antar pihak, serta berdasarkan prinsip moral yang
menjadi kewajiban dokter untuk berupaya menolong mengurangi penderitaan pasien demi
kemanusiaan serta penghormatan terhadap kepercayaan dan otonomi pasien. Hubungan dokter-
pasien ini dimulai dengan adanya persetujuan kedua belah pihak (mutual consent), baik yang
diekspresikan secara tersirat/lisan/tulisan , terhadap kebutuhan untuk memberikan pelayanan medis
yang berkualitas.

4. Setiap dokter di Indonesia selayaknya memahami bahwa hubungan dokter-pasien dapat terjadi pada
situasi yang tidak kondusif atau kompleks dengan adanya keterbatasan pola komunikasi misalnya
pada situasi telemedis/konsultasi daring, keterbatasan sarana/prasarana dari fasilitas layanan
kesehatan, regulasi dari pihak ketiga seperti fasilitas layanan kesehatan, sistem Jaminan Kesehatan
Nasional, asuransi, serta peraturan perundangan yang berlaku. Di tengah situasi yang tidak kondusif
dan/atau kompleks tersebut, kedua belah pihak perlu memahami situasi dan keterbatasan yang ada
yang menjadi konteks tidak terpisahkan pada hubungan dokter-pasien, serta dokter dan pasien
bersama-sama menaati peraturan yang berlaku.

5. Sefiap dokter di Indonesia selayaknya memahami bahwa hubungan dokter-pasien dapat mengalami
terminasi dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hubungan dokter-pasien dapat mengalami
terminasi sementara misalnya pada penghormatan terhadap upaya pihak pasien untuk mendapatkan
opini kedua dari dokter dan/atau fasilitas kesehatan lain sebelum mengambil keputusan, maupun
permanen.

6. Pada situasi hubungan dokier-pasien disepakati untuk diakhiri oleh kedua belah pihak melalui
musyawarah yang baik dengan mengedepankan sikap saling menghormati antar pihak dan dilakukan
demi kepentingan terbaik pasien, termasuk di dalamnya merujuk kepada dokter lain yang lebih ahli
atau fasilitas kesehatan yang memiliki sarana/prasarana lebih memadai, adalah suatu hal yang
memiliki nilai etika kedokteran dan penghormatan terhadap nilai profesi kedokteran luhur dan hak
otenom yang tinggi.

7. Pada situasi hubungan dokter-pasien diakhiri dari pihak pasien dan/atau keluarga/walinya yang
berhak secara baik dan sesuai dengan prinsip nilai kemanusiaan, baik berlaku seterusnya maupun
sementara, misalnya karena keinginan pasien dan/atau keluarga/walinya yang berhak untuk
mendapatkan opini kedua dari dokter lain sebelum mengambil suatu keputusan, maka dokter wajib
menghargainya sebagai hak pasien yang harus dihormati.
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8. Dokter wajib memberi peringatan tentang adanya risiko yang ditanggung apabila dari pihak pasien,
dan/atau keluarga/walinya, dan/atau pengantar/penunggu pasien terdapat ucapan, sikap, dan/atau
perilaku yang tidak menghormati, menghina, mengintimidasi, atau bahkan melakukan kekerasan fisik
terhadap dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya, dan/atau fasilitas layanan kesehatan.

9. Dalam hal ucapan /sikap/perbuatan/tindakan sebagaimana dimaksud pada butir 8 di atas dilakukan,
maka dokter dapat melakukan terminasi hubungan dokter-pasien. Keputusan melakukan terminasi
hubungan dokter-pasien ini perlu ditulis dalam rekam/catatan medis, termasuk mencatat ucapan,
sikap, dan/atau perilaku yang tidak menghormati, menghina, mengintimidasi, atau bahkan melakukan
kekerasan fisik terhadap dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya, dan/atau fasilitas layanan
kesehatan.

10. Pengecualian pada butir 8 dan 9 diberikan untuk pasien yang sedang dalam kondisi mengalami
gangguan neuropsikiatri dan/atau kondisi medis tertentu yang menimbulkan gangguan perilaku, baik
yang bersifat sementara maupun menetap/gejala sisa. Pada situasi pengecualian ini, dokter harus
tetap mengupayakan pertolongan kepada pasien tersebut.

11. Pada situasi terminasi hubungan dokter-pasien baik diakhiri kedua belah pihak secara baik, dari pihak
pasien dan/atau keluarga/walinya yang berhak, maupun dari pihak dokter sebagaimana dijelaskan
pada butir 6, 7, dan 9, dokter agar menuliskannya dalam rekam/catatan medis serta berupaya
memfasilitasi pasien untuk dapat dilakukan transfer pelayanan secara aman kepada dokter/fasilitas
kesehatan lainnya, agar pasien dapat melanjutkan pelayanan kesehatan terhadap dirinya, termasuk
di dalamnya membuat surat rujukan.

12. Situasi hubungan dokter-pasien yang mengalami terminasi berdasarkan butir 6, 7, dan 9 menjadi
ditunda apabila dalam proses upaya memfasilitasi pasien untuk dapat dilakukan transfer pelayanan
secara aman kepada dokter/fasilitas kesehatan lainnya guna melanjutkan pelayanan kesehatan
terhadap pasien tersebut, ternyata pasien yang dimaksud mengalami kondisi klinis yang dinilai tidak
memungkinkan untuk ditransportasikan ke fasiiitas kesehatan lainnya. Pada situasi ini, maka dokter
harus mengutamakan tugas kemanusiaannya untuk menyelamatkan pasien dan menjelaskan kondisi
klinis yang dinilai tidak memungkinkan untuk ditransportasikan ke fasilitas kesehatan lainnya secara
baik kepada keluarga/wali pasien yang berhak. Sikap mengutamakan tugas kemanusiaan ini
dilindungi secara moral, etik, dan hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan harus
dihormati cleh siapapun.

13. Terminasi hubungan dokter-pasien pada situasi sebagaimana dijelaskan pada butir 12 ini, hanya
dapat dilakukan pada kondisi klinis pasien yang dinilai berubah menjadi stabil untuk ditransportasikan
ke fasilitas kesehatan lainnya, atau apabila keluarga/kerabat pasien memilih dokter lain dengan
tingkat keahlian/kompetensi yang sama di fasilitas kesehatan yang sama, dengan dokter yang
memiliki keahlian/kompetensi yang sama tersebut bersedia menggantikan teman sejawatnya dalam
melayani pasien yang dimaksud.

Fatwa etik kedokteran ini mengikat seluruh Dokter di Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Maret 2022
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